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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan Bahwa: 

Negara Indonesia adalah negara hukum.
1
 Di Indonesia semua diatur  mengenai 

Hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut.
2
 Hukum 

merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah 

dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan 

suatu sanksi.
3
 Maka dari itu rakyat Indonesia wajib mematuhi peraturan-

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang  berlaku demi terciptanya 

negara yang aman, tentram dan sejahtera. Sebagai warga negara Indonesia kita 

wajib menjalankan peraturan pemerintah tersebut demi berlangsungnya 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Dalam suatu tatanan masyarakat terutama di Indonesia, fungsi hukum 

menjadi sangat penting, karena demi terlaksanya perubahan-perubahan hukum 

                                                           
1
 Pasal 1 UUD 1945: 

(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. 

(2) Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar. 

(3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum 
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yang lebih berencana dari peraturan-peraturan hukum sebelumnya. Seperti yang 

dikemukakan oleh Aristoteles bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai 

tujuan yang lebih baik.
4
 Dan salah satu pencapaian tujuan yang lebih baik itu 

dengan adanya ―hukum pidana‖. Dengan adanya hukum pidana tersebut bisa 

dijadikan alat untuk mempertegas adanya peraturan hukum. Hukum pidana di 

tujukan untuk menegakkan tertib hukum.
5
 Hukum pidana memiliki karakter khas 

sebagai ―hukum (yang berisikan) perintah-Perintah dan larangan tegas 

memberikan nuansa khas pada hukum pidana‖.
6
 

Agar tata tertib di masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-

kaidah hukum yang ada ditaati. Akan tetapi tidak semua orang yang mau 

menaati kaidah-kaidah hukum tersebut. Agar suatu peraturan hidup 

kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah 

hukum, maka peraturan tersebut harus dilengkapi sehingga jelas dan ada unsur 

yang sifatnya memaksa. Dengan demikian terciptalah hukum yang bersifat 

mengatur dan memaksa.Dalam suatu kehidupan manusia bermasyarakat, akan 

ada saling berhubungan yang dapat menimbulkan suatu norma atau aturan yang 

dipakai sebagai pedoman bila terjadi pelanggaran atau kejahatan dimasyarakat 

tersebut. 
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Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan atau 

interaksi sosial. Dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati oleh 

masyarakat agar tercapai ketertiban, keserasian dan ketentraman hidup. Aturan-

aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat 

yang kompleks. Didalam berbagai hal, hukum memiliki pengaruh yang langsung 

atau tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya hukum 

memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk 

mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih 

dahulu.
7
 

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang 

salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan 

baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang 

mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan 

dengan ancaman sanksi bagi para pelanggar aturan itu.
8
 

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam 

dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan 

sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar 

narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan 

tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab 

bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungan. 
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― Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya 

mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat 

negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya 

kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga 

kehidupan seksual yang normal dari seseorang sehingga sering terjadi 

hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana ‖
9
 

Hubungan seksual merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan 

kebutuhan lainnya yang juga menuntut pemenuhan. Seorang narapidana yang 

berada didalam Lembaga Pemasyarakatan semestinya membutuhkan hubungan 

seksual. Terutama narapidana yang sudah berkeluarga.Pada hakikatnya Hak 

asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak 

dia lahir dan juga merupakan anugerah dari Tuhan Yang maha Esa. Dengan 

demikian, hak asasi manusia bukan hanya hak yang bersumber dari negara dan 

hukum. Oleh karena itu, sebagaimana yang diperlukan dari negara dan hukum 

hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia 

tersebut.
10

Hak-hak asasi yang mencakup kebebasan warga negara misalnya, 

yang terdiri dari hak untuk hidup dan merasa aman, untuk menyendiri, untuk 

―hidup berkeluarga‖, untuk mempunyai hak milik pribadi, menyatakan pendapat 

dengan bebas, melaksanakan agama dan berkumpul dengan damai.
11

 Semua hak  

tersebut perlu diperhatikan Apakah sudah berjalan dengan benar atau justru 

sebaliknya.Sama halnya dengan seorang narapidana,  Narapidana merupakan 
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bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka telah diakui 

dan kebutuhan hak mereka juga perlu dipenuhi baik itu hak yang bersifat 

jasmani maupun hak yang bersifat rohani.  

Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur 

pertama bagi suatu negara hukum.
12

 Jadi negara juga wajib memperhatikan hak-

hak yang perlu didapatkan oleh seorang narapidana. Termasuk didalamnya hak 

pribadi yang melekat dalam diri seorang narapidana yang berada didalam 

Lembaga Pemasyarakatan yaitu hak seksualnya. Dari konsep ini dapat dipahami 

bahwa Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dijadikan wadah untuk 

menghilangkan kebebasan atau  kemerdekaan seseorang yang melakukan tindak 

kriminal (pidana), akan tetapi juga memfungsikan diri sebagai wadah pembinaan 

terhadap para Narapidana, begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Yogyakarta, seluruh Narapidana dibimbing dan dibina agar pada saat 

kembali ke masyarakatnya dapat diterima dengan baik. Dalam masalah 

pembinaan dalam masalah pemenuhan kebutuhan seksual atas narapidana sangat 

memerlukan perhatian. Karena kebutuhan seksual jugasangat penting bagi 

mereka. bukan hanya narapidana yang memerlukan kebutuhan tersebut.Bahkan 

semua manusia yang sudah mempunyai keluarga, kebutuhan seksual merupakan 

kebutuhan yang sangat penting dan mengandung suatu tuntutan untuk 

pemenuhannya.  

Perilaku-perilaku seksual yang menyimpang yang ada didalam penjara 

adalah seperti : homo seksual, kekerasan seksual terhadap sesama jenis, onani, 
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lesbian, melakukan hubungan sesama jenis didalam kamar penjra secara terang-

terangan, kecemburuan pasangan sejenis yang berakibatkan pertengkaran hebat 

di dalam penjara ( narapidana perempuan) sehingga pemandangan tersebut 

sangat mengganggu narapidana-narapidana yang lainnya, ada juga 

penyimpangan yang minta di datangkan PSK atau wanita panggilan dan 

melakukan kerjasama dengan petugas yang nakal, yang berani menyalah 

gunakan wewenangnya untuk hal pribadinya, ada juga yang meminta bantuan 

kepada jaksa untuk melakukan permainan-permainan atau kerjasama untuk 

mengijinkan narapidana tersebut untuk keluar dengan alasan tertentu dan 

akhirnya di gunakan untuk narapidana tersebut menyalurkan hasrat seksualnya 

tersebut entah dengan istri sahnya ataupun dengan perempuan-perempuan yang 

menjajakan dirinya atau yang sering kita dengar dengan sebutan PSK.  

Dengan ketidak adanya perlindungan hukum terhadap kebutuhan seksual 

narapidana khususnya narapidana perempuan tersebut menyebabkan adanya 

kemunculan perilaku-perilaku menyimpang didalam penjara yang di rasa hal 

tersebut bukan merupakan hal yang pantas untuk dibicarakan diluar lingkungan 

penjara seperti selain narapidana-narapidana tersebut. Mungkin didalam penjara 

atau didalam lembaga pemasyarakatan hal tersebut meerupakan hal yang sudah 

biasa terjadi dan dinilai wajar-wajar saja antara nerapidana-narapidana dan para 

petugas-petugas yang menjaga lapas tersebut, namun tetap saja sebenarnya ada 

beberapa pihak yang sangat terganggu dan sangat risih dengan adanya perilaku-

perilaku yang menyimpang tersebut mengenai pemenuhan kebutuhan seksual 

narapidana-narapidana didalam penjara khususnya narapidana perempuan. Maka 
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dari itu penyusun tertarik untuk mengangkat tema tentang ―Tinjauan Yuridis 

Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (studi kasus Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta)” dengan sebuah penelitian lapangan 

yang ingin dan berusaha penyusun ungkapkan menyangkut bagaimana  tinjauan 

yuridis  tentang  pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan  di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan. Dampak negatif Apa saja yang terjadi dan juga apa 

saja bentuk penyimpangan-penyimpangannya. Melihat tidak adanya undang-

undang yang mengatur khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual narapidana 

tersebut. 

Disini kenapa penyusun lebih memilih untuk mengambil judul ― Tinjauan 

Yuridis Tentang Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan‖ bukan narapidana 

laki-laki, dilihat bahwasanya narapidana perempuan itu lebih bisa mencegah atau 

menahan kebutuhan seksual tersebut dibandingkan dengan narapidana laki-laki. 

Alasan mengapa penyusun lebih tertarik dengan melakukan penelitian kepada 

narapidana perempuan adalah penyimpangan-penyimpangan seksual yang 

terdapat didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta lebih bisa 

terlihat secara jelas dengan kasat mata, narapidana perempuan lebih terbuka untuk 

mengekspresikan dan lebih leluasa bercerita bebas secara gamblang baik dengan 

teman-teman warga binaan lain maupun dengan petugas-petugas lapas, 

dibandingkan dengan narapidana laki-laki, mereka lebih memilih untuk 

menyimpan rahasia mereka mengenai pemenuhan kebutuhan seksualnya daripada 

untuk menceritakannya kepada orang lain atau petugas lapas, narapidana laki-laki 



8 

 

 

 

tidak bisa memperlihatkan dengan kasat mata penyimpangan-penyimpangan 

seksual apa saja yang mereka lakukan didalam lembaga pemasyarakatan. 

Das sollen dan das sein dalam tema dari skripsi ini adalah tidak adanya 

Undang-Undang dan Keputusan Menteri ataupun Keputusan Pemerintah yang 

mengatur khusus tentang pemenuhan kebutuhan seksual bagi narapidana baik 

narapidana laki-laki maupun narapidana perempuan. Padahal didalam 

lapangannya atau di dalam Lembaga Pemasyarakatannya itu sendiri banyak sekali 

terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada baik aktifitas seksual 

didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun aktifitas-aktifitas nakal yang lainnya 

dengan cara pemikiran mereka sendiri. 

 

B. Pokok Masalah 

Adapun pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai kerangka acuan 

penulisan skripsi ini maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Tinjauan Yuridis dalam UU No 12 Tahun 1995 

terhadap kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta? 

2.  faktor  yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk 

penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana 

perempuan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui adakah  tinjauan yuridisnya tentang pemenuhan 

kebutuhan seksual atas narapidana terutama narapidana 

perempuan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

b. Ingin mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi 

terjadinya  perilaku  menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan 

seksual narapidana perempuan didalam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA tersebut. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Memberikan sumbangan ilmu dengan adanya penelitian 

ini dapat berguna terhadap pengembangan sistem 

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. 

2) Memberikan sumbangan terhadap hak-hak dasar 

narapidana yang harus dilindungi.. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil dari penelitian ini pertama-tama diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kebijakan terhadap  

kementerian Hukum dan HAM  dan sumbangan 

kebijakan  kepada Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  hal 

perbaikan hak atas narapidana perempuan khususnya di 
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dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual didalam 

Lembaga Pemasyarakatan. 

2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi kongkrit 

kepada pengurus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta, terutama dalam memperlakukan para 

Narapidana perempuan untuk memenuhi kebutuhan 

seksualnya secara sah dan terarah sesuai dengan standar 

minimum pelaksanaan hak-hak Narapidana. 

 

D.  Telaah Pustaka 

Hukum pidana penjara menurut sejarah sistem pemidanaan adalah suatu 

bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak 

kriminal atau melanggar hukum dan telah difonis oleh pengadilan sebagai 

tersangka atau terpidana sehingga mendapatkan hukuman menetap dipenjara, 

agar  mendapatkan efek jera,  supaya terpidana tersebut jika keluar dari penjara 

maka dia tidak akan melakukan kejahatan atau tindak kriminal lagi.Didalam 

penjara narapidana  juga wajib mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia 

baik yang bersifat rohani maupun jasmani, narapidana terdiri dari 3 macam; 

yaitu narapidana laki-laki, narapidana perempuan, dan narapidana anak. Mereka 

semua berhak mendapatkan hak kebutuhan semasa berada didalam penjara atau 

Lembaga pemasyarakatan. Terutama yang jadi permasalahan dalam penulisan 

skripsi ini tentang Pemenuhan Hak seksual Atas Narapidana perempuan. Apakah 

hak tersebut sudah terpenuhi dan sudah berjalan dengan baik dan apakah 
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narapidana perempuan tersebut merasa puas dengan pelayanan pemenuhan 

kebutuhan seksual untuk mereka. 

Buku-buku atau referensi hukum yang menjadi rujukan maupun 

penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak-hak narapidana cukup 

banyak ditemukan, namun terdiri dari bermacam-macam sudut yang berbeda 

dengan Pemenuhan hak biologis atas narapidana perempuan dalam Lembaga 

pemasyarakatan Yogyakarta. Diantara karya-karya tersebut adalah: 

Pertama, skripsi yang membahas Pembinaan Narapidana dengan Sistim 

Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Dalam skripsi ini 

Sutras Pujianto mencoba menjelaskan tentang permasalahan yang menjadi latar 

belakang timbulnya hambatan dalam memberikan pembinaan narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan dan apakah sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan 

dalam lembaga telah efisien dan efektif. Dengan tujuan hasil yang sama halnya 

dengan permasalahan-permasalahan yang tertulis diatas.
13

 

Kedua,tesis yang membahas tentang Upaya Pemenuhan Kebutuhan 

Seksual Narapidana Laki-laki di Rumah tahanan Negara Klas I Jakarta pusat 

oleh Herlina Widya Lestari. temuan-temuan yang diperoleh dari penelitian 

bahwa upaya Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat, untuk memenuhi kebutuhan 

seksual narapidana ditempuh dengan menggunakan 3 cara diantaranya adalah 

upaya formal dengan cara memberikan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti 
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 Sutras Pujianto, Pembinaan Narapidana dengan sistim pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Magelang, Skripsi Jurusan hukum pidana, Fakultas hukum UII: Yogyakarta 
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menjelang bebas, cuti bersyarat, cuti mengunjungi keluarga; informal, dengan 

mmberikan kunjungan bagi narapidana dalam rutan; dan pemenuhan yang 

menyimpang yaitu dengan memberikan fasilitas ruang kunjungan yang bisa 

dipergunakan untuk berhubungan seksual.
14

 

Ketiga, Skripsi yang membahas tentang Hak-Hak Narapidana Dalam 

Perspektif Hukum islam (Studi pada Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta) oleh 

Lutfi Azizah menemukan hasil yaitu: pemenuhan hak-hak  narapidana pada 

Lembaga Pemasyarakatan KLAS IIA Yogyakarta terbagi dalam dua bentuk: 

pertama bersifat langsung (materi) meliputi: pemberian makanan dan minuman, 

perawatan jasmani dan pelayanan kesehatan, sedangkan yang kedua bersifat 

tidak langsung (edukatif) meliputi: kunjungan keluarga, pelaksanaan ibadah, 

perawatan jasmani, pendidikan dan pengajaran, penyampaian keluhan, bahan 

bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, remisi, asimilasi dan cuti, 

pembebasan bersyarat serta cuci menjelang bebas.
15

 

Keempat, Skripsi yang membahas tentang Pemenuhan Kebutuhan 

Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di LP 

Wirogunan Yogyakarta) oleh M. Bachrodin yang berpendapat bahwa seks 

merupakan suatu kebutuhan, sama halnya dengan kebutuhan lainnya yang juga 
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 Herlina Widya Lestari, Upaya pemenuhan Kebutuhan Seksual narapidana laki-laki di 

rumah tahanan negara klas I Jakarta Pusat, jurusan Fisip UI depok:jakarta 

http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/128747-T%2026633-Upaya%20pemenuhan-HA.pdf 

2009,akses 29 januari 2014pukul  22.30 
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 Lutfi Azizah,  Hak-hak narapidana dalam perspektif hukum islam (studi pada lembaga 

pemasyarakatan klas IIA Yogyakarta), Skripsi jurusan jinayah siyasah, Fakultas syari’ah UIN 

SUKA: Yogyakarta 

 



13 

 

 

 

menuntut adanya pemenuhan, hal ini senada dengan konsep dharuriyah 

(kebutuhan pokok) dalam  hukum  islam yang dalam pemenuhannya menduduki 

prioritas pertama dibanding kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat sekunder 

atau pelengkap.
16

 

Dari sekian banyak telaah pustaka yang penulis utarakan diatas tersebut 

mempunyai sedikit kesinambungan dengan judul skripsi yang telah ditulis oleh 

penulis yaitu tentang ―Perlindungan hukum atas kebutuhan seksual Narapidana 

perempuan (Studi kasus di LP Kelas IIA Yogyakarta)‖. Dan dari telaan pustaka 

yang diuraikan diatas juga belum ada yang membahas tentang  pemenuhan 

kebutuhan hak narapidana yang memfokuskan pada kebutuhan Biologis atas 

narapidana perempuan, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahas atau 

menampilkan sosok atau gambaran secara rinci dan jelas tentang tema tersebut. 

Menurut penulis pembicaraan masalah wanita khususnya narapidana wanita 

adalah hal yang sangat menarik. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

memfokuskan bahasan tentang pemenuhan hak seksual atas narapidana 

perempuan, apakah sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang 

pemenihan kebutuhan seksual narapidana, jika ada bagaimana sistem 

pemenuhannya, apabila tidak kenapa tidak ada Undang-undang yang mengatur 

tentang pemenuhan kebutuhan seksual tersebut serta perilaku-perilaku 

menyimpang apa saja yang terjadi di dalam Lembaga pemasyarakatan tersebut. 
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 M. Bachrodin, Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana Dalam Tinjauan Hukum 

Islam (Studi Kasus di LP Wirogunan Yogyakarta), Skripsi Jurusan Al Ahwal As Syakhshiyyah, 

Fakultas syari’ah UIN SUKA: Yogyakarta Tahun 2002 
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E. Kerangka Teoretik 

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran 

teoritis, teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala 

spesifik atau proses tertentu terjadi. Teori menguraikan jalan pikiran menurut 

kerangka yang logis artinya mendudukkan masalah penelitian yang telah 

dirumuskan didalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan 

masalah tersebut.
17

 

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjungjung tinggi nilai-nilai 

keadilan dan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya. Seperti yang terdapat 

dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwasanya Negara 

Indonesia merupakan negara hukum. Negara yang patuh terhadap peraturan yang 

dibuat oleh pemerintah yang terkumpul didalam kitab Undang-undang sehingga 

digunakan sebagai patokan untuk menaati ketentuan yang tertulis didalamnya. 

Dalam Undang-undang RI No 12  Tahun 1945 tentang pemasyarakatan 

bahwa narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan 

pengadilan yang telah memperoleh ketentuan dan kekuatan hukum untuk 

menjalani pidana hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan
18

. 

Kehidupan narapidana dalam penjara mempunyai kebudayaan sendiri 

artinya di kalangan narapidana ada norma-norma, hukum, sanksi-sanksi sosial 

tersendiri serta konflik-konflik sosial dan konflik-konflik batiniah yang serius. 

                                                           
    

17
 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1986) Hlm. 122. 

 

    
18

 UU RI No.12 Tahun 1945 Pasal (1) tentang Pemasyarakatan. 



15 

 

 

 

Terutama yang dialami oleh narapidana yang baru pertama kali masuk ke dalam 

penjara yang sehingga menyebabkan terjadinya disentegrasi kepribadian. Maka 

pemerintah juga harus menanggapi masalah-masalah seperti ini. 

Dengan adanya pemberlakuan peraturan minimum standar pemenuhan 

hak bagi narapidana oleh kongres PBB, maka setiap negara mencantumkan 

standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Dengan standar yang telah 

atau sudah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya kasus penganiayaan, 

pemaksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi tidak diperbolehkan terjadi 

pada para penghuni Lembaga Pemasyarakatan. 

Peraturan minimum standar pelaksanaan pemenuhan terhadap hak-hak 

narapidana yang ditetapkan oleh PBB meliputi: pertama, prinsipal dasar. Kedua, 

buku dasar. Ketiga, pemisahan kategoti. Keempat, akomodasi. Kelima, 

kesehatan diri. Keenam, pakaian, sprei dan selimut. Ketujuh, gerak badan dan 

olahraga. Kedelapan, pelayanan dan kesehatan. Kesembilan, disiplin da hukum. 

Kesepuluh, pengekangan. sebelas, informasi dari orang-orang yang dipenjarakan 

dan pengaduan dari mereka. Duabelas, kontak dunia dengan dunia luar. 

Tigabelas, buku-buku agama. Empatbelas, hak tetap memiliki barang sendiri. 

Limabelas, pemberitahuan kematian. Enambelas, sakit. Tujuhbelas, 

perpindahan. Delapanbelas, karyawan lembaga. Sembilanbelas, inspeksi. 

Duapuluh, peraturan untuk kategori khusus bagi narapidana. Dua puluh 

peraturan standar minimum bagi narapidana yang telah dideklarasikan itu 

menjadi pedoman bagi negara-negara di dunia dalam pemenuhan hak-hak 
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nerapidana sehingga standar minimum pemenuhan hak-hak narapidana di setiap 

negara mayoritas sama.  

Oleh karenanya Lembaga Pemasyarakatan dapat dikatakan memiliki 4 

fungsi utama yaitu: 

1. Melindungi 

2. Menghukum 

3. Memperbaiki 

4. Merehabilitasi para narapidana. 

Diharapkan dengan aturan seperti itu para narapidana menjadi insyaf dan 

tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ataupun melakukan residifis lagi. 

Dan mereka akan bisa diterima masyarakat sebagai manusia normal seperti 

semula lagi. 

Teori perempuan dan hukum yang diantaranya ada bagian hak wanita 

dalam konstitusi Indonesia, UUD 1945 dalam pembukaannya hak perempuan 

dijamin dalam dasar negara republik indonesia. Kemanusiaan yang adil dan 

beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Manusia terdiri dari 

laki-laki dan perempuan, demikian pula seluruh rakyat indonesia. Hal ini 

ditemukan dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga 

negara dan penduduknya.
19

Pendekatan feminis dengan memaknai perempuan 

serta mengerti kebutuhan perempuan dalam menyusun strategi dan kegiatan 

                                                           
19

Sulistyowati Irianto. Perempuan dan hukum ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008),  

hlm. 91 
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diharapkan dapat mengembangkan masyarakat madani yang bercirikan saling 

menghormati hak-hak sesama manusia, termasuk hak asasi perempuan. 

Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial itu dengan 

melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula negara itu bebas untuk 

menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah 

yang bersedia menghormati hak-hak itu.
20

 Hak asasi manusia dinyatakan dalam 

muqodimah yaitu: 

a. Pengakuan bahwa martabat dan hak yang sama dan mutlak umat manusia 

adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia 

b. Bahwa aspirasi tertinggi rakyat biasa adalah penikmatan kebebasan 

mengeluarkan pendapat dan kepercayaan dan bebas dari rasa takut dan 

kekurangan 

c. Bahwa hak manusia harus dilindungi melalui penegakan hukum 

d. Menegaskan kembali kepercayaan pada hak dasar manusia, pada martabat 

dan nilai seorang manusia, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan 

e. Menegaskan kembali penghargaan dan penghormatan pada hak asasi 

manusia dan kebebasan yang asasi.
21

 

 

 Definisi diskriminasi terhadap perempuan seperti yang ditentukan dalam 

pasal 1 konvensi CEDAW
22

 termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu 

                                                           
20

Ibid., hal.33  

 
21

harkristuti dkk, Pedoman Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan, (Departemen 

Hukum dan HAM R.I Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia: 2008), Hal 10 
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kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah 

perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat terhadap perempuan 

secara tidak proporsional.Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan-

tindakan yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, mental, danseksual 

atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. 

Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan 

penikmatan olh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental 

berdasarkan hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi manusia 

adalah diskriminasi dalam pengertian pasal 1 konvensi. 

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh indonesia, diatur dalam undang-

undang No.12  tahun 1995, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, 

yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan 

menjadi ke sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat 

menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan 

lembaga ― rumah penjara‖ secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu 

sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk 

melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang 

bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. 

                                                                                                                                                               
22

 Pasal 1 konvensi CEDAW:‖ untuk tujuan konvensi yang sekarang ini, istilah 

―diskriminasi terhadap wanita‖ berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat 

atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau 

menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan pokok dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sipil atau apapun lainnya oleh 

wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara pria dan wanita. 
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Bagi negara indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-pemikiran 

baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga 

merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan 

pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pemasyarakatan karena sistem 

pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 

pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang di 

laksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk 

meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima 

kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, 

dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
23

 

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan asas:
24

 

a. Pengayoman  

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan 

c. Pendidikan 

d. Pembimbingan  

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia 

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan 

g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-

orang tertentu. 

                                                           
23

 Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung: PT. 

Refika Aditama,  2009),  hlm. 3 

 
24

 UU No.12 tahun 1995 pasal 5 
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Kebutuhan biologis atau yang sering kita dengar dengan kebutuhan 

seksual merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia khususnya bagi 

manusia yang sudah menikah,baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dimanapun 

mereka berada. Tak terkecuali dengan Narapidana perempuan, mereka juga 

merupakan wanita, dan wanita yang sudah cukup lama hidup terpisah dengan 

suaminya. Mereka juga membutuhkan hak mereka untuk mendapatka hubungan 

biologis atau hubungan seksualnya, karena jika kebutuhan mereka tidak bisa 

terpenuhi bisa jadi akan terjadinya perilaku menyimpang yaitu dengan 

melakukan pergaulan bebas.
25

 

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono 

Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor:
26

 

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang) 

Didalam faktor hukumnya sendiri ini sering terjadinya ketidak 

sinambungan dalam peraturan hukum yang tertulis dengan apa yang 

terjadi dilapangannya. Dan undang-undangnya belum ada atau belum 

dibuat mengenai suatu aturan tertentu kadang dilapangan atau dipraktek 

dunia sesungguhnya banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 

seharusnya perlu dibuat secara resmi aturan hukumnya. 

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum 

                                                           
25

 Abraham H. Maslow, Motifasi dan Kepribadian 2, (LPPM dengan PT. Pustaka binaman 

pressindo, Anggota IKAPI : Jakarta pusat) hal.51 

 
26

 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 8 
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Faktor sarana atau fasilitas yang sering menjadi masalah yang 

sering dihadapi penegak hukum, karena keterbatasan sarana dan fasilitas 

yang ada menjadikan hambatan-hambatan yang seharusnya ada 

sarananya untuk kepentingan sesuatu yang semestinya membutuhkan 

adanya sarana dan fasilitas tersebut namun kenyataannya sarana dan 

fasilitasnya sangat terbatas.   

Perilaku seksual melibatkan orang lain, maka perilaku seksual dapat dikatakan 

sebagai perilaku sosial, seperti perilaku sosial lainnya maka perilaku seksual 

didalam kehidupannya diatur berdasarkan pada norma yang berlaku. Tingkah 

laku seksual yang berdasarkan norma biasanya akan menitikberatkan pada hal-

hal yang boleh dilakukan dan meninggalkan sesuatu yang melanggar aturan atau 

norma.
27

 

Dalam lingkup perilaku seksual, konsep yang dimiliki tentang apa yang 

normal dan apa yang tidak normal sangat dipengaruhi oleh faktor sosio kultural, 

dan berbagai pola perilaku yang dianggap tidak normal atau abnormal seperti 

misalnya: masturbasi dan lain-lain.
28

 perilaku tersebut bisa terjadi pula dengan 

Narapidana perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan yang lama 

tidak bertemu dengan suaminya. Bisa pula terjadi agresi seksual merupakan 

aksi-aksi seksual yang nyata, seperti pemerkosaan atau penyerangan seksual, 

maupun pelecehan seksual dimana seseorang melakukan agresi pada yang lain 
                                                           

    
27

 Faturrohman, Sikap dan Perilaku Seksual Remaja di Bali, Laporan Penelitian tidak 

disebutkan, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1990, Hlm.30 

 
    

28
 Jeffrey S. Nevid, Psikologi Abnormal edisi kelima, (Jakarta: Penerbit Erlangga), hlm. 

73 
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dengan menjadikan orang lain itu target ajakan-ajakan, tuntutan atau komentar-

komentar birahi seksual yang tidak diinginkan.
29

Batasan norma susila dalam 

pemenuhan kebutuhan seksual atau biologis haruslah sesuai dengan norma yang 

berkembang dalam masyarakat, yaitu pemenuhan kebutuhan seksual yang 

normal dan bertanggung jawab, maka hal ini mewajibkan melakukan hubungan 

seks dalam satu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah. 

 Terkait penelitian yang akan dilakukan mengenai tinjauan yuridis 

tentang  pemenuhan kebutuhan seksual narapidana perempuan di Lembaga 

Pemasyarakatan apabila dilihat berdasarkan aplikasinya adalah peraturan 

didalam Undang-Undang tidak ada yang mengatur khusus tentang Pemenuhan 

kebutuhan seksual narapidana namun bila dilihat menurut kasat mata banyak 

terjadi penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada didalam Lembaga 

Pemasyarakatan tersebut. Maka dari itu perlu adanya pengkajian ulang lagi 

perihal pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tersebut. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode yuridis empirik yaitu mengkaji Undang-

undang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri dan di aplikasikan 

kedalam  praktek  pemenuhan kebutuhan seksual Narapidana di LP Klas IIA 

Yogyakarta. 

                                                           
    

29
Ibid,, hlm. 223. 
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Penelitian ini termasuk  jenis penelitian lapangan yaitu penelitian 

yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti untuk memperoleh 

keterangan tentang realita pemenuhan kebutuhan seksual narapidana 

perempuan di LP Klas IIA Yogyakarta. 

 

2. Sifat penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif- analitis, yaitu 

dengan memaparkan secara lengkap  materi-materi pembahasan secara 

sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara 

cermat guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
30

 

Dengan menggunakan metode diatas diharapkan penulis mampu 

menemukan masalah yang timbul dalam pemenuhan kebutuhan seksual 

Narapidana Perempuan di dalam Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian guna 

menyusun skripsi, dipergunakan tehnik sebagai berikut:  

 

 

                                                           
30

Muhammad  Naszir, Metode penelitian, ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), Hlm. 63. 
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a. Observasi (pengamatan) 

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan 

pengamatan langsung.
31

 Pengamatan ini dilakukan di Lembaga 

pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. Untuk mendapatkan data yang jelas 

dan gambaran yang kongkrit tentang masalah pemenuhan kebutuhan 

biologis atas Narapidana perempuan tersebut, maka dipergunakan tehnik 

observasi (pengamatan) yaitu dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan bagaimana pemenuhan kebutuhan biologis narapidana 

perempuan tersebut. Pencatatan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan 

program-program pembinaan narapidana perempuan yang meliputi 

program pemenuhan kebutuhan biologis atas narapidana perempuan. 

b. Interview 

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau si 

pewawancara dengan si penjawab atau responden. Yaitu mengadakan 

tanya jawab secara lisan untuk mencari penjelasan langsung dari para 

petugas Lembaga, narapidana perempuan tentang berbagai hal yang 

diperlukan dalam penyusunan skripsi. Tehnik interview ini, dilaksanakan 

dengan cara persuasi, yaitu dengan menerangkan maksud penelitian dan 

meyakinkan kepada mereka betapa pentingnya arti informasi yang benar 

dari para informan. 

 

                                                           
31

 Moh. Nazir, Metode Penelitian,  (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985),  hlm.  212 
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4. Sumber Data 

a. Sumber data primer berupa observasi, wawancara di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. 

b.  Sumber data sekunder yang didapatkan dari dokumen-dokumen yang 

berkaitan denganUndang-Undang dasar 1945 dan  Undang-Undang No 12 

Tahun 1945 tentang sistem  Pemasyarakatan dan Peraturan menteri 

kehakiman RI  No: M.O3-PK.04.02 Tahun 1991 tentang Cuti mengunjungi 

keluarga bagi narapidana. dan didukung pula oleh artikel, jurnal hukum 

dan buku-buku yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan.  

c. Sumber Tersier ( Bentuk kamus-kamus Hukum, Bahasa Hukum dan Lain-

Lain.. 

 

5. Analisa Data 

Penganalisaan data akan dilakukan apabila telah dapat di kumpulkan 

antara data primer dan data sekunder. Setelah data disusun dalam 

kelompok-kelompok serta hubungan-hubungan yang terjadi dianalisa, 

perlu pula dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara 

fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena-

fenomena lain diluar penelitian tersebut. Berdasarkan analisa dan 

penafsiran yang dibuat, perlu pula ditarik kesimpulan-kesimpulan yang 

berguna, serta implikasi-implikasi dan saran-saran untuk kebijakan 

selajutnya.
32

 

                                                           
32

Ibid, hlm. 405-406 
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G.  Sistematika Pembahasan 

Dalam sitem matika dalam pembahasan ini terdiri dari 5 bab yang 

memiliki hubungan organis dan terdiri dari beberapa sub-bab. Adapun 

sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,kerangka teoristis, dan 

metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama memaparkan 

seluruh komponen, penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta alat untuk 

menganalisa pokok masalah penelitian. 

Bab kedua, berisi tinjauan yuridis  tentang pemenuhan kebutuhan seksual 

narapidana perempuan, sebagai teoritik problematika seksualitas untuk 

mengidentifikasi permasalahan sesungguhnya yang terjadi di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. 

Bab ketiga, mengenai profil, letak geografis, sejarah singkat, visi-misi, 

tugas pejabat struktural, keadaan pegawai lapas dan sistem pembinaan 

narapidana dan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Yogyakarta. 

Bab keempat, berisi tentang laporan hasil analisa penelitian yang meliputi 

Penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian tentang 

pelaksanaan pemenuhan kebutuhan biologis atas narapidana perempuan di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta,  
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Bab kelima, yaitu sebagai bab penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran-saran, dalam kesimpulan dijelaskan mengenai perlindungan hukum 

tentang kebutuhan seksual narapidana perempuan serta faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terjadinya penyimpangan seksual terhadap narapidana 

perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta secara sistematis 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dari bab-bab di atas dan dari hasil penelitian yang 

penyusun lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta mengenai 

Perlindungan Hukum Terhadap Kebutuhan Seksual Narapidana Perempuan (Studi 

kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tinjauan yuridis dalam UU No 12 Tahun 1995 terhadap kebutuhan seksual 

narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta  

belum ada peraturan tertulis secara resmi mengenai hal tersebut, namun 

pemerintah memerhatikan kebutuhan seksual narapidana melalui suatu 

model hukum yang humanis dengan melalui Cuti Mengunjungi Keluarga 

(CMK) yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No: 

M.03-PK.04.02 Tahun 1991, yang kemungkinan kesempatan tersebut 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan seksual narapidana perempuan.   

2. faktor-faktor yang menjadikan latar belakang timbulnya bentuk-bentuk 

penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan seksual narapidana 

perempuan adalah: 

 1). tidak adanya penyediaan kamar-kamar asmara untuk kunjungan 

suaminya secara pribadi di Lembaga Pemasyarakatan. 
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 2). tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk melakukan kebutuhan 

seksual dengan menggunakan kesibukan ataupun mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta. 

 

A. Saran 

 Untuk itu, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pemerintah harus melakukan pengkajian ulang terhadap kebutuhan 

seksual narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan, dengan 

ketidakadanya  aturan khusus yang mengatur tentang kebutuhan 

seksual narapidana sehingga diharapkan adanya pembuatan aturan 

hukum yang khusus yang memerhatikan kebutuhan seksual narapidana 

di Lembaga Pemasyarakatan. 

2. Pemerintah harus melakukan pengkajian terhadap berbagai fenomena 

yang terjadi di lembaga Pemasyarakatan, berbagai penemuan 

mengenai aktifitas pemenuhan kebutuhan seksual yang selama ini 

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan harus segera disikapi secara 

tepat, melalui instrumen hukum yang tepat. Implementasi conjugal 

visit melalui sarana conjugal room harus segera terealisasikan oleh 

pemerintah. Berbagai ketentuan teknis mengenai hal tersebut kiranya 

diatur secara ketat melalui instrumen peraturan yang mempu 

meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan lapangan. 
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